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ABSTRACT

The objective of development is to improve the standard, status, quality, and welfare of the
society; therefore, development should be perceived as a series of continuous changes to
achieve that objective. The effectiveness of development at the local level is very strategic since
it determines the effectiveness of regional development to achieve the objective of nationul
development. The strengthening of development institution at the local level in an effort to
achieve regional autonomy and also an effort to improve the interconnection among various
levels in planning mechanism and the implementation of development programs. The
strengthening of local institution is a way to implement the three directions of regional
development: society empowerment, solidify regional autonomy, and modernization through

natural structural changes.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses natural
mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu ter-
wujudnya masyarakat makmur sejahtera se-
cara adil dan merata. Kescjahteraan ditandai
dengan kemakmuran yaitu meningkatnya
konsumsi disebabkan meningkatnya penda-
patan. Pendapatan meningkat sebagai hasil
produksi yang semakin meningkat pula. Pro-
ses natural di atas dapat terlaksana jika
asumsi-asumsi pembangunan yang ada, ya-
itu partisipasi termanfaatkan secara penuh,
setiap orang memiliki kemampuan yang sa-
ma, dan masing-masing pelaku bertindak ra-
sional dapat dipenuhi. Kenyataannya asumsi
tersebut tidak mampu ditampung dalam pro-
ses natural yang ada schingga dibutuhkan
proses pembangunan yang lebih memihak
pada sebagian masyarakat yang tidak mam-
pu berpartisipasi dalam pasar melalui proses
pembangunan. Kondisi distortif tersebut ma-
kin diperparah olch tantangan pembangunan
dalam jangka panjang yang akan melahirkan
masalah-masalah  pembangunan  seperti
pengangguran, kemiskinan, dan ketidakme-
rataan pembangunan dan hasil-hasilnya
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yang menumbuhkan masalah kesenjangan.
Kesenjangan yang sering muncul dalam wa-
Jah pembangunan yang salah arah adalah
kesenjangan antar manusia (antar golongan
masyarakat), kesenjangan antar daerah, dan
kesenjangan antar sektor kegiatan ekonomi'.

Proses natural harus diciptakan melalui in-
tervensi pemerintah melalui serangkaian ke-
bijaksanaan pembangunan yang akan men-
dorong terciptanya kondisi yang memung-
kinkan rakyat berpartisipasi penuh dalam
proses pembangunan. Proses pembangunan
yang memihak rakyat merupakan upaya si-
nergi dalam langkah pemberdayaan ma-
syarakat. Peran pemcrintah adalah sebagai
katalisator dalam mewujudkan langkah
pemberdayaan masyarakat. Pembangunan
dewasa ini merupakan periode yang sangat
penting untuk menjawab dua pertanyaan:
pertama, menuntaskan tantangan pemba-
ngunan yang masih ada, yaitu pengang-
guran, kemiskinan dan ketidakmerataan, dan
kedua, memberikan ruang dan kesempatan
yang lebih besar kepada rakyat banyak un-
tuk berpartisipasi secara aktif dalam pro-
ses pembangunan yang ada. Dalam pelaksa-
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naannya, usaha untuk menjawab kedua tan-
tangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu
sama lain. Pembenian ruang dan kesempatan
yang lebih besar kepada rakyat untuk ber-
partisipasi, dapat bersinergi dengan upaya
untuk menanggulangi masalah pengang-
guran, kemiskinan, dan ketidakmerataan.

II. KONSEP PERENCANAAN PEM-
BANGUNAN DAERAH

Sejarah perencanaan pembangunan nasional
dapat diikuti dalam tiga upaya penyusunan
perencanaan. Pertama, dalam kurun 1955-
1960, “Rentjana Lima Tahun Pertama”. Ke-
mudian kedua, kurun 1961-1969, “Pemba-
ngunan Semesta Berentjana 8 Tahur”, dan
ketiga, “Repelita” (Rencana Pembangunan
Lima tahun) yang dimulai tahun 1969/1970
hingga berjalan enam Repelita sampai scka-
rang (Repelita VI). Scbagaimana diketahui
dari ketiga jenis Rencana Pembangunan Na-
sional 1tu, kedua rencana terdahulu tidak
pernah dapat scpenuhnya terlaksana. Jadi,
baru dengan Repelita milah untuk pertama
kalinya dialami scrangkaian enam Repelita
secara berurutan. Pelaksanaan yang berurut-
an ini perlu digaris-bawahi, karena dalam
segi pelaksanaan perencanaan implementasi
rangkaian Repelita itu memungkinkan peng-
garapan program secara terus-menerus yang
dapat memberikan hasil kumulatif. Dari segi
sebuah Repelita, hasil pelaksanaan pro-
gramnya akan mempengaruhi tahap peren-
canaan berikutnya.’

Dalam setiap Repelita telah ditegaskan tuju-
an pembangunan berencana adalah mewu-
Judkan secara bertahap kescjahteraan rakyat
secara adil dan merata. Tantangan pemba-
ngunan yang utama dihadapi dalam sctiap
pelaksanaan Repelita adalah masalah kesen-
jangan yang nampak dalam wajah peng-
angguran, ketimpangan distribust pendapat-
an, dan kemiskinan. Untuk mengurangi ma-
salah terscbut maka telah dilakukan berba-
gat langkah pembangunan yang direncana-
kan sccara sincrgl antara program pemba-
ngunan scktoral, regional, dan khusus. Keti-
ga aras program pembangunan terscbut di-
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rencanakan untuk memecahkan tiga masalah
utama pembangunan itu.® Olch karena itu
suatu perencanaan pembangunan harus su-
atu perencanaan pembangunan yang siste-'
mik antara hubungan pembangunan sck-
toral, regional, dan khusus. Perencanaan
pembangunan yang sistemik merupakan in-
tegrasi antara perencanaan pembangunan
bertahap melalui instrumen pembangunan
scktoral dan pembangunan sektoral di da-
crah (pembangunan daerah). Oleh karena itu
pembangunan daerah menempati posisi pen-
ting dalam pelaksanaan pembangunan yang
sistemik. Perencanaan pembangunan sck-
toral ditujukan untuk sasaran yang bersifat
sektoral, sementara perencanaan pemba-
ngunan dacrah dapat dijelaskan sebagai
upaya untuk mencapai sasaran yang bersifat
sektoral di dacrah sesuai dengan kondisi da-
erah masing-masing,

Pembangunan daerah dapat dilihat dari be-
berapa segi, yaitu pcmbangunan sektoral,
pembangunan wilayah, dan pembangunan
pemerintahan. Dari scgi pembangunan sck-
toral, pembangunan dacrah merupakan pen-
capaian sasaran pembangunan nasional dila-
kukan melalui berbagai kegitatan atau pem-
bangunan scktoral, seperti pertanian, indus-
tri, dan jasa yang dilaksanakan di daerah.
Pembangunan sektoral dilakukan di daerah
disesuaikan dengan kondisi dan potensinya.
Dari segi pembangunan wilayah yang meli-
puti perkotaan dan perdesaan sebagai pusat
dan lokasi kegiatan sosial-ckonomi dari wi-
layah tersebut. Desa dan kota saling terkait
dan membentuk suatu sistem. Karenanya,
pembangunan wilayah meliputi pembangun-
an wilayah perkotaan dan perdesaan yang
terpadu dan saling mengisi. Dari segi peme-
rintahan, pembangunan daerah merupakan
usaha untuk mengembangkan dan memper-
kuat pemerintahan daerah untuk makin man-
tapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis,
serasi, dan bertanggung-jawab. Pembangun-
an daerah di Indonesia memiliki dua aspek,
vaitu (i) bertujuan memacu pertumbuhan
ckonomi dan sosial di dacrah yang relatif
terbelakang, dan (2} untuk lebih memper-
baiki dan meningkatkan kemampuan daerah
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dalam melaksanakan pembangunan melalui
kemampuan menyusun perencanaan sendiri
dan pelaksanaan program serta proyek seca-
ra efektif.*

Pembangunan dacrah dalam beberapa teori
pembangunan disebut sebagai pertumbuhan
wilayah. Oleh karena itu pembangunan da-
erah adalah mewujudkan pertumbuhan wila-
yah. Pandangan teori resource endowment
dari suatu wilayah menyatakan bahwa pe-
ngembangan ekonomi wilayah bergantung
pada sumberdaya alam yang dimiliki dan
permintaan terhadap komoditas yang diha-
silkan dari sumberdaya itu’. Sementara pan-
dangan lain, teori exporf base atau teort
economic base menyatakan bahwa pertum-
buhan wilayah jangka panjang bergantung
pada kegiatan ckspornya. Kekuatan utama
dalam pertumbuhan wilayah adalah permin-
taan cksternal akan barang dan jasa, yang
dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu.
Permintaan cksternal mi  mempengaruhi
penggunaan modal, tenaga kerja, dan tekno-
logi untuk menghasitkan komoditas ekspor®,
Teori lain tentang pertumbuban wilayah
yang dikembangkan dengan asumsi-asumsi
ilmu ckonomi neo-klasik menyatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi wilayah sangat ber-
hubungan dengan tiga faktor penting, vaitu
tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kema-
juan teknologi. Tingkat dan pertumbuhan
faktor-faktor itu akan menentukan tingkat
pendapatan dan pertumbuhan ckonomi wila-
yah’. Dalam teori ini ditckankan pentingnya
perpindahan faktor-faktor ckonomi-khusus-
nya modal dan tenaga kerja~ antar wilayah.
Perpindahan faktor modal dan tenaga kerja
antar wilayah dalam suatu negara lebih mu-
dah terjadi dan dapat menghilangkan perbe-
daan faktor harga di antara wilayah-wilayah
itu yang bermuara pada penyeragaman pen-
dapatan per kapita wilayah®.

Sementara itu teori ketidakseimbangan per-
tumbuhan wilayah muncul terutama sebagai
reaksi terhadap konsep kestabilan dan kese-
imbangan pertumbuhan seperti diungkap da-
lam teori Neo-klasik. Tesis utama teori ini
adalah bahwa kckuatan pasar sendiri tidak
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dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan
antar wilayah dalam suatu negara; bahkan
scbaliknya kekuatan-kekuatan ini cénderung
akan menciptakan dan bahkan memperburuk
perbedaan-perbedaan itu. Perubahan-peru-
bahan dalam suatu sistem sosial ternyata ti-
dak diikuti oleh penggantian perubahan-per-
ubahan pada arah yang berlawanan®. Oleh
karena itu intervensi negara diperlukan se-
batas mengarahkan kembali kekuatan-keku-
atan itu dalam pasar agar perbedaan yang
muncul tidak membesar, sehingga pertum-
buhan wilayah tetap dapat diwujudkan. Per-
tumbuhan keluaran (output) wilayah diten-
tukan oleh adanya peningkatan skala pe-
ngembalian, terutama dalam kegiatan manu-
faktur. Hal ini berarti bahwa wilayah de-
ngan kegiatan utama sektor industri pengo-
lahan akan mendapat keuntungan produkti-
vitas yang lebih besar dibandingkan wilayah
yang bergantung pada sektor primer, sehing-
ga dapat disimpulkan bahwa wilayah de-
ngan sektor industri akan tumbuh lebth ce-
pat dibandingkan wilayah yang bergantung
pada sektor primer’®. Dengan demikian su-
atu kawasan yang mempunyai keunggulan
di sektor pertanian perlt menempatkan sek-
tor pertanian sebagal basis utama dalam
menggerakkan scktor industri agar pertum-
buhan wilayah dapat dipercepat dengan te-
tap melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
Untok itu maka diperlukan upaya khusus
untuk pengembangan sumberdaya manusia
lokal sebagai penggerak utama pertumbuhan
wilayah. Teor im dikembangkan sebagai ja-
waban atas akselarasi pertumbuhan wilayah
yang beriringan dengan peningkatan kese-
jahteraan sosial riil masyarakat lokal. Hal
ini berarti bahwa investasi pada sumberdaya
manusia akan menyebabkan peningkatan
skala pengembalian. Oleh karena itu, hal
tersebut akan meningkatkan pertumbuhan
wilayah dalam jangka panjang'®.

Suatu kelompok manusia dalam suatu ling-
kungan tertentu (community) atau masyara-
kat dalam suatu wilayah, tempat atau da-
¢rah, dihibungkan dengan umit daerah (tem-
pat atau wilayah) lain oleh faktor maupun
keadaan-keadaan ekonomi, fisik, dan sosial-
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nya. Dengan demikian, pembangunan dalam
suatu tempat tertentu membutuhkan koordi-
nasi proyek pembangunan lokalnya dengan
rencana regional dan nasional. Dari segi
pembangunan, region scbetulnya adalah
penghubung (/ink) antara masyarakat lokal
dan nasional. Suatu peng-regional-an me-
mungkinkan identifikasi tujuan nasional ke
dalam pelaksanaan lokal yang lebih jelas
dan tajam. Dengan perkataan lain, regional
planning memberikan rangka dasar untuk
mempertemukan proyck pembangunan, baik
nasional maupun lokal sccara berimbang
(balanced) dan dapat menempati kedudukan
yang scbenarnya dalam suatu rangkaian
pembangunan yang menyeluruh.'?

III. STRATEGI PENGEMBANGAN
EKONOMI KAWASAN

3.1 Pemihakan dan Pemberdayaan

Pendekatan utama dalam konsep pemihakan
dan pemberdayaan adalah bahwa masyara-
kat tidak dijadikan obyck dari proyek pem-
bangunan, tetapi merupakan subyck dari
upaya pembangunannya sendiri.'”® Strategi
pembangunan yang bertumpu pada pemi-
hakan dan pembcrdayan masyarakat perlu
dipahami sebagai suatu proses transformasi
dalam hubungan sosial, ckonomi, budaya
dan politik masyarakat. Proses transformasi
pembangunan pada dasarnya akan memba-
wa perubahan dalam proses alokasi sumber
-sumber ekonomi, proses distribusi manfaat,
dan proses akumulasi yang membawa pada
peningkatan produksi, pendapatan dan kese-
jahteraan

Perubahan yang diharapkan adalah proses
yang berlangsung sccara alamiah, yaitu
yang menghasilkan harus menikmati. Begitu
pula sebaliknya yang menikmati haruslah
yang menghasilkan. Dalam proses tersebut
putaran kegiatan ekonomi akan menghasil-
kan surplus yang menjadi sumber peningkat-
an kesejahteraan yang hasilnya akan dinik-
mati olech masyarakat sccara merata. Proses
ini diarahkan agar sctiap upaya pembangun-
an dapat meningkatkan kapasitas masyara-
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kat (capacity building) melalui penciptaan
akumulasi modal (capital accumulation)
yang bersumber dari surplus yang dihasil-
kan dan pada gilirannya dapat menciptakan
pendapatan yang dinikmati oleh rakyat,

Pengertian mekanisme pembentukan modal
meskipun dengan bahasa yang sangat se-
derhana pun perlu ditanamkan sejak dini de-
ngan masyarakat scbagai pelaku pemba-
ngunan. Dengan pemahaman terhadap arah
baru pembangunan tersebut diharapkan
akan mendorong pembangunan yang muncul
dari rakyat, dilaksanakan olech rakyat dan
hasilnya untuk rakyat. ‘

Dengan memahami pembangunan scbagai
perubahan struktur, maka mckanisme pem-
bentukan modal yang benar merupakan kun-
cidari pengembangan ekonomi rakyat yang
tumbuh berkembang.”® Proses pemupukan
modal yang benar muncul dari dalam sendi-
ri yakni dari masyarakat, oleh masyarakat,
untuk dinikmati masyarakat schingga tum-
buh berkembang sccara alamiah. Dengan
pengertian ini sctiap anggota masyarakat di-
syaratkan berperanserta dalam proses pem-
bangunan, mempunyai kemampuan sama,
dan bertindak rasional.

Strategi pembangunan perlu terus disem-
purnakan dengan memadukan pertumbuhan
dan pemerataan. Strategi ini pada dasarnya
mempunyai tiga arah. Pertama, pemba-
ngunan perlu diarahkan secara tajam pada
masyarakat yang paling memerlukan, De-
ngan kata lain pembangunan didasarkan pa-
da pemihakan dan pemberdayaan kepada
masyarakat yang paling tertinggal. Perhati-
an khusus diwujudkan dalam perluasan ak-
ses rakyat kepada sumber daya pemba-
ngunan disertai dengan penciptaan peluang
yang seluas-luasnya bagi masyarakat di la-
pisan bawah untuk berpartisipasi dalam pro-
ses pembangunan. Dengan perluasan seperti
itu, peran serta masyarakat menjadi penentu
keberhasilan pembangunan.

Kedua, pendelegasian wewenang dalam
pengambilan keputusan, terutama dalam pe-

e
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ngelolaan keuangan daerah. Penyempumaan
ini diarahkan untuk meningkatkan daya gu-
na dan hasil guna bantuan dana, prasarana
dan sarana dalam mendorong pengembang-
an kegiatan sosial ckonomi rakyat. Pendele-
gasian wewenang dalam upaya peningkatan
peran serta masyarakat dapat dilakukan de-
ngan mendayagunakan mekanisme perenca-
naan dari bawah, Dimulai dari tingkat desa
melalui wadah kclompok masyarakat desa
yang terhimpun dalam musyawarah Lemba-
ga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD),
mekanisme perencanaan di tingkat kecamat-
an melalui diskusi Unit Daerah Kerja Pem-
bangunan (UDKP), tingkat kabupaten mela-
lui Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah
Tingkat IT (Rakorbang Dati II), tingkat pro-
pinsi melalui Rapat Koordinasi Pembangun-
an Dacrah Tingkat 1 (Rakorbang Dati I).
Koordinasi antar propinsi melalui  Rapat
Konsultasi Regional Pembangunan (Konreg)
dan Rapat Konsultasi Nasional Pembangun-
an (Konasbang) di pusat.

Ketiga, modernisasi kehidupan masyarakat
dengan mendorong perubahan struktur sosi-
al ekonomi dan budaya masyarakat secara
bertahap. Dalam kerangka perubahan struk-
tural seperti itu berbagai bantuan dana, pra-
sarana dan sarana yang dialokasikan kepada
masyarakat melalui berbagai program pem-
bangunan perlu ditempatkan sebagai suatu
injeksi atau stimulan untuk memacu perce-
patan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Peran dari bantuan dana, prasarana dan sa-
rana adalah menggantikan tabungan yang
semestinya dihimpun dari kemampuan ma-
syarakat di dacrah.

Dalam strategi pembangunan seperti itu pe-
ran pemerintah yang diharapkan adalah per-
tama, menciptakan suasana atau iklim yang
memungkinkan potensi masyarakat berkem-
bang. Kedua, memperkuat potensi ekonomi
atau daya yang dimiliki oleh masyarakat
Dalam rangka memperkuat potensi ckonomi
rakyat ini, upaya yang amat pokok adalah
peningkatan taraf pendidikan, dan derajat
kesehatan, serta akses ke dalam sumber
-sumber kemajuan ekonomi seperti modal,
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teknologi, informasi, lapangan kerja dan pa-
sar. Dan, ketiga, melindungi masyarakat de-
ngan mencegah terjadinya persaingan yang
tidak seimbang dengan mengembangkan
pola kemitraan yang saling menguntungkan.

3.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kebijaksanaan pembangunan secara umum
dapat dipilah dalam tiga kelompok. Perta-
ma, kebijaksanaan yang secara tidak lang-
sung mengarah pada sasaran tetapi membe-
rikan dasar tercapainya suasana yang men-
dukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Kedua, kebijaksanaan yang sccara langsung
mengarah pada peningkatan kegiatan ekono-
mi kelompok sasaran. Dan ketiga, kebijak-
sanaan khusus menjangkau masyarakat me-
lalui upaya khusus.'®

Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pa-
da penciptaan kondisi yang menjamin ke-
langsungan setiap upaya pembangunan me-
lalui pengembangan kegiatan sosial ekono-
mi, penyediaan sarana dan prasarana, pe-
nguatan kelembagaan, serta penyempurna-
an peraturan perundang-undangan yang me-
nunjang kegiatan sosial ekonomi masyara-
kat. Dalam kerangka kebijaksanaan ini pula
termasuk penciptaan ketenteraman suasana
sosial dan politik, penciptaan iklim usaha
dan stabilitas ckonomi melalui pengelolaan
ekonomi makro yang berhati-hati, pengenda-
lian pertumbuhan penduduk dan pelestarian
lingkungan hidup."”

Kebijjaksanaan langsung diarabkan pada
peningkatan akses terhadap prasarana dan
sarana yang mendukung penyediaan kebu-
tuhan dasar berupa pangan, sandang, peru-
mahan, kesehatan dan pendidikan, pening-
katan produktivitas dan pendapatan, khusus-
nya masyarakat berpendapatan rendah. Da-
lam hubungan ini, pendekatan yang paling
tepat dalam pengembangan ckonomi rakyat
adalah melalui pendekatan kelompok dalam
bentuk usaha bersama dalam wadah kopera-
si. Upaya meningkatkan kemampuan meng-
hasilkan nilat tambah paling tidak harus ada
perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu:
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(1) akses terhadap sumber daya; (2) akses
terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan de-
ngan cara dan alat yang lebih baik dan lebih
efisien; (3) akses terhadap pasar. Produk
yang dihasitkan harus dapat dijual untuk
mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bah-
wa penyediaan sarana produksi dan pening-
katan keterampilan perlu diimbangi dengan
tersedianya pasar secara terus menerus; dan
(4) akses terhadap sumber pembiayaan.'®

Kebijaksanaan khusus diutamakan pada pe-
nytapan penduduk untuk dapat melakukan
kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan buda-
ya setempat. Upaya khusus ini pada dasar-
nya mendorong dan memperlancar proses
transist dari kchidupan subsisten menjadi
kehidupan pasar. Penyiapan penduduk ini
bersifat situasional sesuai dengan tingkat
permasalahan dan kesiapan masyarakat itu
sendiri. Peran tokoh masvarakat termasuk
aparat daerah yang paling dekat dengan ma-
syarakat menjadi amat penting dalam proses
transisi ini. Bagian dari kebijaksanaan khu-
sus adalah peraturan perundang-undangan
yang secara khusus mengatur perlindungan
terhadap kegiatan usaha penduduk berupa
Jjaminan kepastian usaha dan kemudahan ak-
ses, serta pembentukan lembaga yang mem-
bert layanan kepada penduduk miskin. Kebi-
jaksanaan im dilaksanakan secara terpilih
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.3 Pembangunan Daerah dan Pengem-
bangan Kawasan Kecamatan

Pembangunan pada dasamya bertujuan un-
tuk meningkatkan harkat, martabat, kuali-
tas, scrta kesejahteraan segenap lapisan ma-
syarakat. Dalam kerangka itu pembangunan
harus dipandang scbagai suatu rangkaian
proses perubahan vang berjalan secara ber-
kesinambungan untuk mewujudkan penca-
paian tujuan,

Sasaran pembangunan dacrah adalah: perta-
ma, berkembangnya otonomi dacrah yang
nyata, dinamis, serasi dan bertanggungja-
wab dengan titik berat pada dacrah tingkat
H. Kedua, meningkatnya kemandirian dan
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kemampuan daerah dalam merencanakan
dan mengelola pembangunan di daerah. Ke-
figa, makin terkoordinasinya pembangunan
antar scktor dan antar dacrah serta antara
pembangunan sektoral dengan pembangunan
daerah.

Keserasian dan keselarasan kegiatan penye-
lenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat sesuai dengan kebu-
tuhan masyarakat, merupakan landasan bagi
terwujudnya tugas pemerintah dacrah yang
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian otonomi da-
erah antara lain perlu memperhatikan unsur
-unsur berikut: (1) kemantapan kelembaga-
an, (2) ketersediaan sumberdaya manusia
yang memadai, khususnya aparatur peme-
rintah daerah dan masyarakat, (3) potensi
ekonomi daerah untuk menggali sumber
pendapatannya sendiri, serta (4) kemampu-
an pengelolaan kevangan daerah.

Dalam pengertian tersebut penguatan lem-
baga kecamatan merupakan upaya pengu-
atan proses percncanaan partisipatif. Kedu-
dukan pemerintah wilayah kecamatan dalam
sistemt pemerintahan Negara Republik Indo-
nesia, merupakan perangkat terbawah dari
pelaksanaan azas dekonsentrasi. Selain itu,
azas desentralisasi dilaksanzkan bersama
-sama dengan azas dekonsentrasi dengan
membert kemungkinan pelaksanaan azas tu-

‘gas pembantuan. Dengan demikian pemerin-

tah wilayah kecamatan merupakan ujung
tombak bagi pelaksanaan tugas penyeleng-
garaan pemerintah di daerah. Dengan posisi
yang strategis ini maka kecamatan mempu-
nyai andil yang sangat besar dalam pember-
dayaan masyarakat dan pcnanggulangan ke-
miskinan.

Dalam mekanisme perencanaan pembangun-
an di daerah, seperti telah diatur dalam Per-
aturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 9 Tahun 1982, dikatakan bahwa
efektivitas manajemen pembangunan di wi-
layah kecamatan akan menentukan efektivi-
tas pencapatan tujuan pembangunan daerah
guna mencapat sasaran pembangunan nasi-
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onal. Di tingkat manajemen kecamatan ini-
lah terjadi titik temu antara aspirasi dari ba-
wah dengan aspirasi dari atas, sehingga po-
sis1 kecamatan dalam mengefektifkan mana-
jemen pembangunan daerah termasuk di da-
lamnya pembangunan masyarakat desa men-
Jjadi strategis.

Dalam hubungannya dengan posisi di atas
maka pada tingkat Kecamatan diterapkan
suatu sistem manajemen pembangunan ting-
kat kecamatan yang discbut Unit Daerah
Kerja Pembangunan (UDKP}, UDKP seba-
gai sistem perencanaan, pelaksanaan, pe-
ngendalian, evaluasi dan tindak lanjut pem-
bangunan desa terpadu pada tingkat keca-
matan, telah diberlakukan di seluruh keca-
matan di Indonesia. Pelaksanaan UDKP pa-
da sejumlah Kecamatan tertentu sampai ta-
hun-tahun terakhir ini telah memberikan
kontribusi positif terhadap proses koordinasi
pelaksanaan pembangunan desa secara me-
nyclureh dan terpadu. Namun tidak menu-
tup kenyataan bahwa pelaksanaan UDKP di
sejumiah Kecamatan lainnya belum berfung-
si sebagaimana yang diharapkan.

UDKP mempunyai peran yang besar dalam
pengelolaan keseluruhan kegiatan pemba-
ngunan scktoral, dacrah dan Inpres yang
berasal dari berbagai Departemen, Lembaga
Non Departemen, Pemerinfah Daerah dan
Lembaga Pengembang Swadaya Masyara-
kat (1.PSM) yang masuk desa, yang dilaku-
kan olch instansi vertikal dan instansi oto-
nom yang keberadaannya berakhir di wila-
yah kecamatan. Kegiatan pembangunan ter-
sebut dalam pelaksanaannya membutuhkan
peranserta dari masyarakat desa. Dalam
rangka meningkatkan dayaguna dan hasil
guna kegiatan pembangunan yang masuk
desa, maka masalah keterpaduan pengelola-
an bantuan pembangunan daerah di tingkat
kecamatan menjadi sangat penting dalam
mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Secara nyata terlithat bahwa lembaga keca-
matan masih belum sepenuhnya optimal da-
lam mengembangkan dan memadukan setiap
perencanaan vang dilakukan pada tingkat
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desa atau pada tingkat vang terbawah (indi-
vidual level}. Berdasarkan kondisi ini maka
dalam praktik perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan di daerah terjadi gap yang cu-
kup besar antara tingkat kabupaten/kotama-
dya dan tingkat desa schingga berbagai pro-
gram pembangunan di dacrah cenderung
langsung masuk ke desa tanpa adanya du-
kungan vang proporsional dan optimal dari
lembaga kecamatan.

Untuk memperkuat kemampuan kelembaga-
an kecamatan maka secara praktis perlu di-
kembangkan upaya pengembangan kawasan
kecamatan. Aphkasi upaya pengembangin
kawasan kecamatan perlu diselenggarakan
scbagat salah satu langkah pemberdayaan
masyarakat di tingkat lokal. Melalui pe-
ngembangan kawasan kecamatan diharap-
kan dapat memperkuat kemampuan perenca-
naan, pelaksanaan, pcmantauan, pembiaya-
an, pemeliharaan, dan pengembangan ber-
bagai masukan (impufy maupun keluaran
(output) dari program-program pembangun-
an yang masuk ke kawasan perdesaan dan
dikoordinasikan pengelolaannya di tingkat
kecamatan. Penguatan tersebut hars meli-
puti lembaga, sumberdaya manusia --baik
Jjajaran aparat maupun masyarakat--, sarana
dan prasarana, serta kegiatan usaha ekono-
mi produktif secara langsung. Dengan ada-
nya upaya pengembangan kecamatan maka
diharapkan masukan dar berbagai program
pembangunan pada tingkat desa akan dapat
dipertajam efcktivitasnya secara optimal se-
hingga akan tercapai sasaran dan tujuan se-
suai dengan skala eckonomis yang dibutuh-
kan. Selain itu, keluaran (output) dari ber-
bagai program pembangunan di perdesaan
dikembangkan melalui kelembagaan pemba-
ngunan di tingkat kecamatan, sehingga pe-
manfaatan potensi sumberdaya dan investasi
yang berkembang di kawasan kecamatan
dapat diperluas skalanya secara ekonomis,

Pengembangan kecamatan secara praktis
mendorong kepiatan ekonomi kawasan per-
desaan yang secara luas akan terpadu dalam
lingkup kawasan kecamatan. Dengan ada-
nya investast sosial dan investasi ekonomi
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yang masuk kawasan kecamatan maka ke-
giatan ekonomi produktif di perdesaan ma-
kin berkembang. Adanya peningkatan kegi-
atan ekonomi produktif tersebut diharapkan
secara hukum ekonomi akan menciptakan
surplus usaha yang sclanjutnya akan me-
mngkatkan konsumsi dan tabungan masya-
rakat. Peningkatan konsumsi dan tabungan
tersebut pada akhirnya diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap peningkat-
an kesejahteraan masyarakat kawasan ity
dan kawasan sekitamya, serta menumbuh-
kan peningkatan modal investasi untuk pe-
ngembangan usaha scrta adanya peningkat-
an pajak dan retribusi bagi dacrah kabu-
paten‘kotamadya. Dengan demikian pe-
ngembangan kemampuan masyarakat iokal
merupakan langkah nyata mewujudkan ha-
kekat dan tujuan otonomi dacrah.

Siklus kegiatan ekonomi dalam aspek mikro
yang berkembang di perdesaan dan keca-
matan terscbut diharapkan dapat berkesi-
nambungan, terintegrasi, dan saling berkait-
an dengan aspek makro di tingkat yang lebih
tinggi. Adanya keterkaitan di dalam siklus
ckonomi baik dari aspek mikro maupun ma-
kro pada akhimya diharapkan akan mencip-
takan keterpaduan dan saling keterkaitan ke-
giatan ekonomi (melalui proses pembangun-
an) baik secara fop down maupun bottom
up. Kesimpulannya, akan terjadi keterpadu-
an dan keterkaitan kegiatan ckonomi mulai
dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/ko-
tamadya, kecamatan, desa, dan tingkat indi-
vidu. Semakin mantapnya siklus kegiatan
ckonomi mikro dan makro tersebut pada
akhimya akan mempercepat transformasi
struktur dalam jangka pendek serta memper-
kuat pereckonomian nasional secara keselu-
ruhan dalam jangka panjang guna mengha-
dapi era liberalisasi perekonomian dunia.

IV. PENGEMBANGAN EKONOMI
KAWASAN MELALUI PENGEM-
BANGAN KECAMATAN

Saat ini upaya pengembangan kecamatan di-

sclenggarakan melalui upaya sistematis dan
terkoordinasi melalui program pengembang-
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an kecamatan (PPK). PPK adalah pemba-
ngunan ckonomi yang menekankan pada
pentingnya mekanisme perguliran dana ban-
tuan langsung (revolving block grant) mela-
lui lembaga keuangan milik masyarakat
vang disebut unit pengelola keuangan
(UPK). Penggunaan dana bantuan melalui
PPK ini dibatasi oleh persyaratan ketat.
Dana bantuan yang dimanfaatkan langsung
oleh masyarakat hanya boleh dipergunakan
untuk membiayai investasi sosial dan
ckonomi produktif.

Program pengembangan kecamatan merupa-
kan model pembangunan kelembagaan ma-
syarakat yang berkelanjutan yang menerap-
kan prinsip pembangunan yang partisipatif,
Model pembangunan yang partisipatif
mengutamakan pembangunan yang dilaku-
kan dan dikelola langsung oleh masyarakat
lokal khususnya di perdesaan dalam wadah
yang dikoordinasikan oleh lembaga lokal di
tingkat kecamatan dalam wadah musyawa-
rah pembangunan di tingkat kecamatan'®,
Melatui PPK, bantuan langsung berupa hi-
bah bergulir diberikan kepada desa dikoordi-
nasi olech kecamatan Setiap kecamatan
mengkoordinasi 5 desa dengan kriteria ter-
tentu. Setiap kecamatan menerima 3 kali de-
ngan nilai antara Rp 500 juta hingga Rp
750 juta setiap tahun. Bantuan langsung ke-
pada desa yang dikoordinasi di kecamatan
ini dapat digunakan untuk membiayai inves-
tasi sosial berupa pembangunan prasarana
umum (public utilities infrastructure), in-
vestasi ckonomi yang menghasilkan dana
bergulir, dan kegiatan peningkatan kemam-
puan masyarakat. >

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana
bantuan perlu dibentuk unit pengelola ke-
uangan (UPK} di tingkat desa dan kecamat-
an. Pengelolaannya dilakukan sendiri oleh
anggota masyarakat, UPK berperan sebagai
lembaga keuangan yang dapat menampung
dan mengelola berbagai bantuan, serta dana
yang berputar di masyarakat.

Potensi unggulan wilayah dan keahlian ma-
syarakat lokal dalam pengelolaan sumberda-
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ya termasuk sumberdaya modal dalam suatu
sistem kelembagaan keuangan masyarakat
perdesaan melalui UPK merupakan tolok
ukur keberhasilan masyarakat lokal dalam
kegiatan ekonomi produktif mereka. Keber-
hagilan UPK dalam sistem kelembagaan ke-
uangan masyarakat perdesaan dapat dilihat
dari peningkatan pemupukan modal melahi
akumulasi nilai tabungan dan perguliran da-
na kepada kelompok masyarakat (pokmas)
berikutnya yang belum menikmati akses ke
sumberdaya modal. Nilai pemupukan modal
yang makin meningkat merapakan indikasi
bahwa dana bantuan langsung masyarakat
bermanfaat sebagai dana stimulan untuk
menciptakan pendapatan sendin secara les-
tari (income generating) dan meningkatkan
daya beli (purchasing power) melalui kegi-
atan ckonomi lokal mulai dan proses hulu
hingga hilir atau mulai dari proses produksi
sampai distribusi dan pemasarannya.

UPK dapat berkembang menjadi lembaga
keuangan altematif milik masyarakat yang
tumbuh dari masyarakat sendiri®’. Lembaga
keuangan masyarakat (LKM) ini merupakan
embrio lembaga keuangan yang mengikuti
prinsip-prinsip perbankan dan di dalam pe-
nyelenggaraannya menerapkan prinsip ke-
bersamaan (kooperatif). Dalam perkem-
bangan selanjutnya LKM dapat berbadan
hukum koperasi (mengikuti UU Koperasi)
atau berbadan hukum bank (mengikuti UU
Perbankan). Dalam jangka sclanjutnya selu-
ruh kecamatan diprogramkan untuk mene-
rapkan mekanisme ini dan menerima bantu-
an PPK*,

Untuek memperkuat kemampuan icmbaga ke-
matan sebagai penggerak pertumbuhan eko-
nomi kawasan lokal maka secara praktis
perlu dikembangkan uvnit pengelola keuang-
an (UPK) scbagai suatu lembaga keuangan
milik masyarakat (LKM)*. LKM adalah su-
atu forum musyawarah untuk menghidup-
kan kegiatan sosial ckonomi masyarakat,
yaitu melalui penyclenggaraan percncanaan
pembangunan yang tcrarah, terkoordinasi,
dan bertumpu pada pembangunan masyara-
kat dalam wadah Unit Daerah Kerja Pemba-
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ngunan (UDKP) di kecamatan. Melalui
UPK diharapkan dapat diperkuat kemampu-
an perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
pembiayaan, pemeliharaan, dan pengem-
bangan berbagai masukan (inpur) maupun
kelvaran (output) dari program-program
pembangunan vyang menjangkau masyara-
kat. Penguatan tersebut meliputi kelembaga-
an, sumberdaya manusia (baik aparat mau-
pun masyarakat), sarana dan prasarana, ser-
ta kegiatan usaha ekonomi produktif masya-
rakat.

Pemantapan peran dan fungsi UPK dalam
perkembangan berikutnya perlu diarahkan
sebagai wahana pengelolaan dana pemba-
ngunan yang masuk ke kecamatan untuk se-
lanjutnya dimanfaatkan sebagai dana stimu-
lan pembangunan di tingkat paling bawah
yaitu kawasan perdesaan. Konsep demikian
mempunyat karakteristik yang sejalan de-
ngan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pe-
merintahan Daerah dan UU Nomor 25 Ta-
hun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah™.

V. PEMBERDAYAAN  MASYARA-
KAT I.OKAL MELALUI PENGU-
ATAN LEMBAGA PENGELOLA
DANA

Saat ini ditemui berbagai pola pembiayaan
pembangunan. Secara umum didapati sedi-
kitnya tujuh pola pembiayaan, yaitu: (1) po-
la pembiayaan melalui berbagai bantuan
pembangunan vyang disclenggarakan oleh
berbagai departemen teknis dan iembaga pe-
merintah non departemen; (2) pola pembia-
yvaan melalui bantuan kredit program yang
diselenggarakan oleh perbankan milik peme-
rintah; (3) pola pembiayaan melalui lemba-
ga koperasi; (4) pola pembiayaan melalui
lembaga keuangan lokal (bank perkreditan
rakyat) berdasarkan prinsip perbankan; (5)
pola pembiayaan melalui kerjasama bank
dengan kelompok swadaya masyarakat, (6)
pola pembiayaan melalui pembiayaan ventu-
ra; dan (7) pola pembiayaan melalui prinsip
pegadaian. Berbagai pola tersebut intinya
ialah adanya dana untuk kegiatan ekonomi
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produktif dan berkelanjutan yang disalurkan
kepada kelompok masyarakat pelaku eko-
nomi tertinggal di suatu wilayah atau ka-
wasan untuk mewujudkan kesejahteraan so-
sial. Berpedoman pada prinsip pemberdaya-
an masyarakat maka upaya pengembangan
kelembagaan lembaga pengelola keuangan
milik masyarakat merupakan prioritas. Da-
lam tahap berikutnya, sesuai dengan UU
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemcrintahan
Daerah, maka berbagai sumber pembiayaan
tersebut perlu dicatat sebagai masukan da-
lam Anggaran Pendapatan dan Belanja De-
sa/Kelurahan (APBD/K).

Pengelolaan keuangan amatlah penting seba-
gai simpul dari upaya pemberdayaan ma-
syarakat dalam mewujudkan perubahan
struktur masyarakat. Melalui pengelolaan
dana yang terpadu dalam instrumen APBD/
K diharapkan tidak terjadi tumpang tindih
dalam penyaluran dana kepada kelompok
masyarakat pelaku ckonomi tertinggal. Me-
lalei pemantapan instrumen APBD/K kegi-
atan ckonomi perdesaan yang didominasi
olch usaha kecil dapat lebih tepat sasaran,
yaitu tepat sasaran: penerima, alokasi, loka-
si, dan kegiatan ekonominya, serta tepat sa-
saran dalam menggulirkan lebih lanjut keun-
tungan yang dihimpun oleh desa kepada ke-
lompok masyarakat pelaku ekonomi terting-
gal yang belum mendapat giliran menikmati
dana masyarakat. Bappenas telah memikir-
kan perlunya pemantapan lembaga pengelo-
ta keuangan milik masyarakat yang berfung-
st mengatur lalu iintas dana untuk kegiatan
sosial ekonomi yang masuk ke dalam suatu
wilayah dalam rangka pengembangan wila-
yah. Maka di sinilah sesungguhnya dibutuh-
kan adanya suatu lembaga khusus yang me-
ngelola dana dan kevuangan milik masyara-
kat desa ini.

Pada tahap pertama, masyarakat perlu dibi-
na dalam pengelolaaan keuangan dan me-
lembagakan prinsip-prinsip pengelolaan ke-
nangan untuk kegiatan sosial ekonomi pro-
duktif melalui suatu Iembaga yang secara
umum disebut unit pengelota keuangan. Unit
pengelola keuvangan merupakan lembaga
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yang dikoordinasikan olch kecamatan mela-
lui forum Unit Daerah Kerja Pembangunan
(UDKP) di kecamatan. Lembaga ini pada
masa selanjutnya diarahkan untuk menjadi
lembaga keuangan milik masyarakat
(LKM). Lembaga ini dibentuk melalui fo-
rum musyawarah desa sesual kondist sosial
budaya dan ekonomi sctempat. Pada tahap
ini masyarakat perlu membiasakan diri da-
lam mengelola setiap pola pembiayaan pem-
bangunan (baik yang bersifat hibah dan kre-
dit) yang disalurkan masuk ke perdesaan un-
tuk dikelola dalam wadah unit pengelola ke-
uangan dalam koordinasi UDKP.

Pada tahap kedua, masyarakat memantap-
kan mekanisme yang telah melembaga ke
dalam sistem pembiayaan pembangunan
yang lebih maju. Dalam tahap kedua, em-
brio lembaga keuangan milik masyarakat
mulai berjalan dan dapat berfungsi mengad-
ministrasikan distribusi dana dari berbagai
pola pendanaan yang ditujukan kepada ma-
syarakat di desa dan berfungsi mengelola
perguliran dana masyarakat. Pada akhirnya
lembaga pengelola kenangan milik masyara-
kat ini mampu: (1) menyelenggarakan pe-
ngelolaan dari pemupukan dana sebagai mo-
dal usaha; (2) menghimpun dana vang mu-
dah dimanfaatkan oleh masyarakat, khusus-
nya bagi masyarakat miskin; (3) memfasili-
tast berkembangnya kegiatan ekonomi pro-
duktif masyarakat;, (4) mendorong peranser-
ta masyarakat dalam pengambilan keputus-
an pcmanfaatan dana sebagai modal usaha;
(5) mendorong meningkatkan kemampuan
kapasitas masyarakat dan perangkat desa
dalam pengelolaan keuangan; dan {(6) mem-
fasilitasi meningkatnya kebutuhan dana ma-
syrakat lokal. Dalam pemahaman ini, LKM
mampu berkembang menjadi lembaga per-
antara yang menyediakan dana murah bagi
masyarakat lokal melalui usaha kecil untuk
mengembangkan dan menciptakan kegiatan
ekonomi produktif lebih lanjut.

VI. PENUTUP

Penguatan kelembagaan pembangunan d:
tingkat kecamatan merupakan upaya mewu-
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. Judkan otonomi daerah yang makin nyata
serta dalam jangka selanjutnya merupakan
upaya untuk meningkatkan keterpaduan dan
saling keterkaitan diantara berbagai tingkat-
an dalam meckanisme perencanaan dan pe-
laksanaan program-program pembangunan.
Adanya keterpaduan dan saling keterkaitan
tersecbut pada gilirannya akan memantapkan
siklus kegiatan ekonomu dari aspek mikro
dan aspek makro, sehingga akan mendorong
upaya untuk mempercepat perubahan struk-
tur dalam jangka pendek. Adanya perubahan
struktur yang proporsional dan berkesinam-
bungan dalam jangka panjang akan semakin
memperkuat kemandirian perckonomian In-
donesia di tengah era liberalisasi ekonomi
duma melalui perencanaan dan pelaksanaan
program-program pembangunan yang lebih
efisien, efektif dan berkelanjutan.

Penguatan kecamatan merupakan salah sa-
tu jawaban untuk menerapkan ketiga arah
baru pembangunan daerah: pemihakan dan
pemberdayaan masyarakat, pemantapan
otonomi daerah, dan modernisasi melalui
perubahan struktur yang alamiah. Penguat-
an kecamatan melalui pengelolaan bantuan
dana kecamatan harus dipandang sebagai
strategi pembangunan daerah di tingkat pe-
merintahan kecamatan yang bertumpu pada
pemihakan dan pemberdayaan yang me-
ngandung makna sebagai suatu proses
transformasi dalam hubungan sosial, eko-
nomi, budaya dan politik masyarakat di
daerah. Dalam kerangka perubahan struk-
tur itu, bantuan yang masuk ke masyarakat
di perdesaan perlu dikelola secara integra-
tif dalam koordinasi kecamatan, Bantuan
tersebut harus dipandang sebagai stimulan
untuk memacu percepatan kegiatan sosial
ekonomi produktif, sehingga mampu me-
ningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Simpul wutama pemberdayaan masyarakat
adalah adanya revolving mechanism pada
tingkat paling bawah. Lembaga pengelola
dana (revolving fund institution) merupakan
wadah melestarikan program pembangunan
dalam proses perubahan struktur. Scjalan
dengan itu, dalam rangka mendukung pe-
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mantapan ofonomi dacrah, penycmpurnaan
dalam proses pengelolaan bantuan pemba-
ngunan bagi daerah perlu dilakukan mulai
dari tahap perencanaan, penyaluran, penca-
iran, pclestarian sampai dengan pelaporan.
Mckanisme pengelolaan dana kecamatan di-
harapkan menjadi lembaga (forum) yang
mewujudkan integrasi sistem moneter dari
kelompok swadaya masyarakat (pokmas)
yang dipayungi lembaga swadaya masyara-
kat lokal (antara lain LKMD) di tingkat de-
sa, dimana bantuan dana kecamatan sebagai
satu unit dari UPK kecamatan membina pe-
ngelolaan dana di tingkat desa dalam foru

UPK perdesaan. :

Sejalan dengan itu, melalui keterkaitan lin-
tas sektor, lintas sumber pembiayaan, dan
lintas program pembangunan yang dibahas
dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (Ra-
korbang), maka setiap bantuan dana yang
masuk ke kecamatan dapat berperan sebagai
motor penggerak strategi pemberdayaan ma-
syarakat yang dikoordinasi dalam satu ka-
wasan kecamatan. Dengan penataan dan pe-
nycmpurnaan kecamatan sccara komprehen-
sif baik kelembagaan, sumberdaya aparat,
sarana dan prasarana maupun pengembang-
an eckonomi wilayah sekitar kecamatan, di-
harapkan fungsi pelayanan pemerintah da-
pat semakin modem, efektif, dan efisien.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Boediono. 1993. Strategi Global Pengentasan
Kemiskinan. Seri Kajian CFMS (Center for
Fiscal and Monetary) No. 6

Chenery, Hollis B. dan Moshe Syrquin, Pat-
terns of Development 1950-1970. London:
Oxford University Press, 1975.

Kartasasmita, Ginandjar. 1995, Pembangunan
Menuju Bangsa Yang Maju dan Mandiri:
Sebuah Tinjanan Mengenai Berbagai Para-
digma, Problematika, dan Peran Birokrasi
Dalam Pembangunan. Pidato Penerimaan
Penganugerahaan Gelar Doctor Honoris
Causa Dalam Hmu Administrasi Pemba-
ngunan dari Universitas Gadjah Mada,
Yogyakaria, 15 April,

1996. Power dan Empo-

wercment: Sebuah Telaah Mengenai Kon-

sep Pemberdayaan Masyarakat. Makalah

Vol 19, No.3/November 1999



Pidato Kebudayaan Menteri Negera PPN/
Ketoa Bappenas, TIM, Jakarta.

1993. Upaya Menanggu-
langi Kemiskinan Dalam Rangka Memba-
ngun Bangsa Yang Mandiri. Makalah di-
sampaikan pada Sidang Pleno XXXVIIT
Dewan Pers. Probolinggo, 30 Juli.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas. 1998. Pidato
Pengarahan pada Acara Pertemuan Kon-
sultan P3DT dan PPK, di Jakarta, 27 Agus-
tus.

Mubyarto, Lockman Soetrisno, dan Gunawan

Sumodiningrat. 1985. Kredit Pedesaan, Pe-
luang Kerja, dan Peluang Berusaha. Maka-
lah disampaikan pada Scminar Nasional
Kesempatan Kerja di Perdesaan, Pusat Pe-
nclitian Pembangunan Pedesaan dan Ka-
wasan (P3PK)-UGM, USAID dan Ford

Stiglitz, Joseph E. 1996. Some Lessons IFrom

The East Asian Miracle. The World Bank
Research Observer, Vol. 11 No. 2, August .

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Agenda Pe-

mulihan Ikonomi: Mewujudkan Kesejahte-
raan Rakya! Melalui Pemberdayaan dan
Otonomi Daerah. Jakarta: Kipas Patih Ak-
sara

. 1998, Membangun Pereko-
nomian Rakyat, Scri Ekonomika Pemba-
ngunan. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pe-
lajar dan IDEA.

. 1996. Pemberdayaan Ma-
syarakal dengan Lembaga Dana dan Kre-
dit Perdesaan (LDKP). Cetakan 1. Jakarta:
Panasia Rescarch and Communication Ser-
vices.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Foundation, Yogyakarta.

Socgijoko, Budhy Tjahjati S. dan BS. Kusbian-
toro (penyunting). 1997. Bunga Rampai
Perencanaan Pembangunan di Indonesia,
Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ten-
tang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ten-
tang Perimbangan Keuangan Antara Peme-
rintah Pusat dan Daerah.

' Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perckonomian Rakyat, Seri Ekonomika Pembangunan,
Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, Yogyakarta, 1998, him, 13-23

? Lihat Sugijanto Soegijoko, “Pemikiran Tentang Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap II7,
dalam Budhy Tjahjati S. Socgijoko, BS Kusbiantoro (Penyunting), Bunga Rampai Perencanaan
Pembangunan di Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997,

* Lihat Sugijanto Socgijoko, “Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan”, dalam
Budhy Tjahjati S. Socgijoko, BS Kusbiantoro (Penyunting), Ibid. )

* Lihat Sugijanto Socgijoko, “Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan”, dalam
Budhy Tjahjati S. Socgijoko, BS Kusbiantoro (Penyunting), Ibid.

* Sebagaimana diteorikan oleh Harvey Perloff dan Lowdon Wingo Jr. yang dikutip oleh Syafruddin A.
Tumenggung , “Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan
Implikasi Kcbijaksanaan Pembangunan”, dalam Budhy Tijahjati 8. Socgijoko, BS Kusbiantoro
(Penyunting), Ihid.

¢ Pernyataan Douglass C. North yang dikutip olch Syafruddin A. Tumenggung, “Paradigma Ekonomi
Wilayah: Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kcbijaksanaan Pembangunan”,
dalam Budhy Tjahjati 8. Socgijoko, BS Kusbiantoro (Penyunting), Ibid.

" Lihat dalam George H. Borts yang dikutip olech Syafruddin A. Tumenggung, “Paradigma Ekonomi
Wilayah: Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijaksanaan Pembangunan”,
dalam Budhy Tjahjati S. Soegijoko, BS Kusbiantoro (Penyunting), Ibid.

# Lihat Hazry W. Richardson yang dikutip oleh Syafruddin A. Tumenggung, “Paradigma Ekonomi
Wilayah: Tinjauan Tcori dan Praksis Ekonomii Wilayah dan Tmplikasi Kebijaksanaan Pembangunan”,
dalam Budhy Tjahjati S. Socgijoko, BS Kusbiantoro (Penyunting), Ibid.

° Lihat Gunnar Myrdal dalam Syafruddin A. Tumenggung, “Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan
Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan I[mplikasi Kebijaksanaan Pembangunan”, dalam Budhy
Tiahjati S. Socgijoko, BS Kusbiantoro (Penyunting), Ihid.

' Lihat N. Kaldor dalam Syafruddin A. Tumenggung, “Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjanan Teori
dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijaksanaan Pembangunan”, dalam Budhy Tjahjati S.
Soegijoko, BS Kusbiantoro (Penyunting), Ibid.

Vol.10, No.3/November 1999 Jurnal PWK - 157



"' Paul M. Romer dalam Syafruddin A, Tumenggung, “Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori
dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijaksanaan Pembangunan”, dalam Budhy Tjahjati S,
Soegijoko, BS Kusbiantoro (Penyunting), Ihid,

'* Lihat Sugijanto Soegijoko, “Ruang Lingkup dan Peranan Regional Planning”, dalam Budhy Tjahjati
3. Soegijoko, BS Kusbiantoro (penvunting). Ihid

" Lihat Ginandjar Kartasasmita, Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep
Pemberdayaan Masyarakat, Makalah Pidato Kcbudayaan Menteri PPN/Ketua Bappenas, TIM,
Jakarta, 1996

" Penjelasan mengenai proses alokasi, distribusi dan akumulasi yang mengiringi proses perubahan
struktur dapat dilacak dalam Hollis B. Chenery dan Moshe Syrquin, Patterns of Development 1950-
1970, Oxford University Press, 1975.

" Perubahan struktur dalam masyarakat ini berhubungan dengan kemampuan masyvarakat dalam
menciptakan kegiatan ekonomi bagi dirinya sendiri. Secara nasional, strategi penganggulangan
kemiskinan erat berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang memberikan
pendapatan yang memadai bagi masyarakat. Lihat Mubyarto, Lockman Soctrisno, dan Gunawan
Sumodiningrat, Kredit Pedesaan, Peluang Kerja, dan Peluang Berusaha, makalah disampaikan pada
Seminar Nasional Kesempatan Kerja di Perdesaan, Pusat Penclitian Pembangunan Perdesaan dan
Kawasan (P3PK)-UGM, USAID dan Ford Foundation, Yogyakarta, 1985.

** Dalam makalah Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dalam Rangka Membangunan Bangsa yang
Mandiri yang disampaikan pada Sidang Pleno XXXVIII Dewan Pers, 30 Juli 1993 di Probolinggo,
Ginandjar Kartasasmita telah mengulas garis besar kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan.

"7 Ulasan mengenai kebijaksanaan ini dapat diikuti pada Boediono, Strategi Global Pengentasan
Kemiskinan, Seri Kajian CFMS (Center for Fiscal and Monetary) No.6 tahun 1993.

'® Ulasan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat dapat dibaca pada Ginandjar Kartasasmiia,
Pembangunan Menuju Bangsa Yang Maju dan Mandiri: Sebuah Tinjauan Mengenai Berbagai
Paradigma, Problematika, dan Peran Birokrasi Dalam Pembangunan, Pidato Penerimaan
Penganugerahaan Gelar Doctor Honoris Causa Dalam [Imu Administrasi Pembangunan dan Universitas
Gadjah Mada, Yoyakarta, 15 April 1995, dan makalah lain yang disampaikan pada berbagai
kesempatan.

¥ Untuk mewujudkan musyawarah pembangunan dari-oleh-untuk masyarakat yang menampung
kebutuhan masyarakat desa yang lebih nyata dalam forum LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa) scyogyanya disempurnakan namanya menjadi LSMD (Lembaga Swadaya Masyarakat Desa).
Koordinasi musyawarah di tingkat kecamatan datam forum UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan).
Yang diutamakan adalah pemberdayaan (empowerment) mencakup pemberdayaan masyarakat (capacity
building), pemberdayaan kelembagaan (institution building) termasuk pemberdayaan aparat melalui
musyawarah yang menghasilkan mufakat dalam bentuk pedoman pembangunan terencana dan
dilaksanakan bersama,

* Pada tahun anggaran 1998/99 telah diprogramkan scbanyak 1500 kecamatan meliputi 7500 desa yang
akan dijangkau selama tiga tahun. Dalam pengembangan selanjutnya mekanisme PPK diterapkan di
daerah perkotaan dengan nama program penganggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP). Pelaksanaan
disesuaikan dengan masalah setempat scsuai aspirasi rakyat iokal.

*' LKM juga sering diartikan scbagai lembaga dana dan kredit perdesaan (LDKP). Penjelasan mengenai
LDKP dapat diikuti dalam Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dengan Lembaga
Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP), cetakan [, PANASIA Research & Communication Services,
1996.

* Pidato Pengarahan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kcepala Bappenas pada
Acara Pertemuan Konsultan P3DT dan PPK, di Jakarta, 27 Agustus 1998,

# Pada awainya UPK merupakan lernbaga dana pembiayaan kegiatan ekonomi rakyat yang secara sadar
digerakkan, dikclola, dan dilestarikan sendiri oleh masyarakt Iokal tanpa ada campur tangan birokrasi.
Birokrasi sebatas memberikan iklim yang kondusif bagi perkembangan UPK melalui perangkat
kebijaksanaan dan peraturan yang melindungi dan memberi kebebasan berusaha bagi masyarakat lokal.
Jajaran birokrasi lokal (antara lain yang terutama adalah unsur pemerintah desa dan kecamatan) pertu
menyediakan “ruang gerak” bagi masyarakat untuk mengendalikan (driving space) UPK mereka, serta
memandirikan UPK mercka scbagai lembaga keuangan masyarakat (LKM) yang bercirikan:

Jurnal PWK - 158 Vol. 10, No.3/November 1999



didirikan/dikchendaki dan dimiliki sendiri oleh masyarakat, dikelola sendiri oleh masyarakat termasuk
menetapkan sendiri sistem yang berlaku dalam LKM fersebut sesuai dengan aspirasi dan musyawarah-
mufakat di antara anggota masyarakat, bersifat informal (tidak terikat pada peraturan legal-formai
tertentu), dan dapat dimanfaatkan oleh semna pihak serta menguntungkan semua pihak. Pada tahap
selanjutnya UPK dapat berkembang menjadi lembaga perantara (intermediary institution) yang menjadi
Jembatan antara pihak masyarakat (dalam wadah pokmas) dengan pikak lembaga bank. Dalam taraf
awal status fembaga ini tetap perlu dipertahankan scbagai lembaga keuangan bukan bank dan dari segi
icgalitas tetap lembaga informal dan tetap milik masyarakat (dimitiki bersama oleh masyarakat). Dalam
menjalankan peran sesuai dengan kapasitas dan status seperti ini maka diharapkan UPK mampu
menjalankan administrasi keuangan yang baik sehingga dapat menyediakan informasi akurat, lengkap,
dan terbaru tentang kondisi keuangan suatu komunitas lokal dalamt satu wilayah desa atau kecamatan.
Schingga pada gilirannya dapat dipantau perkembangan kondisi keuangan dan ekonomi lokal pada
suatu wilayah dan kawasan tertentu, '

* Perangkat perundang-undangan tersebut memberikan arah dan ruang gerak pelaksanaan reformasi
yang sedang berlangsung sekarang ini guna memberikan petunjuk dan arah pada perubahan
pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya ke
setiap daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara adil dan proporsional. Berdasarkan arah
pembangunan di era reformasi maka inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah sistem hubungan
keuangan pusat dan dacrah. Sistem hubungan keuangan pusat dan dacrah ini diperlukan untuk
menunjang  kegiatan-kegiatan yang dijalankan olch masing-masing tingkat pemerintahan yang
memerfukan sumber-sumber pembiayaan. Untuk mendapatkan sistem hubungan keuangan pusat dan
dacrah yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan, yang pertama-tama perlu dilihat adalah tujuan
ckonomi dan politik dengan adanya sistem terscbut. Adapun tujuan ckonomi dari sistem kevangan
pusat-dacrah adalah: pertama, terciptanya stabilisasi makro-ckonomi; dan kedua, tercapainya cfisiensi
kinerja perckonomian, dengan otonomi diharapkan pembangunan di dacrah akan lebih cepat dan
ekonomis karena dilakukan oleh sumberdaya manusia (human resources) dari daerah itu sendiri yang
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kaya-miskin serta meningkatnya kesejahteraan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan
Tim CIDES, “Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia”, dalam Gunawan Sumodiningrat, Agenda Pemulihan Ekonomi:
Mewujudkan Kescjahteraan Rakyat Melalui Pemberdayaan dan Otonomi Dacrah, Kipas Putih
Aksara, Jakarta, 1999,
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